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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyvelenggaraan pemerintahbhan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara
berdava guna dan berhasil guna di Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus, dipandang perlu membentuk
Persiapan 0Organisasi dan Tatakerja Pemsrintah
Daerah dan Wilavah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Tanggamus ; :

bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung Nomor 32 Tahun 199& tentang Organisasi
Persiapan Pemerintah Daerah dan Wilavah KXabupaten

.Daerah Tingkat II Tanggamus, dipandang perlu

ditinjau kembali.

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut a dan
bdiatas, maka perlu menetapkan Xeputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Persiapan
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah KXabupaten
Daerah Tingkat I1I Tanggamus.

Undang—undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38: Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);



2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan TInstansi Vertikal Daerah
(lLLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nowmor 10, Tambahan f(embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373):

4_ Peraturan Pemarintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penvelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

&. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tabhup
1993 tentang Pola QOrganisasi Pemerintah Daerah dan
Wilavah- '

MEMUTUS K AN

Menetapkan T KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT T LAMPUNG
TENTANG PERSIAPAN ORGANISAST PEMERINTAH DAFRAH DAN
WTLAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1T TANGGAMUS .

BaB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, vang dimaksud dengan :

a. Daerah Dtonom selanjutnva disebut Daerah, adalah
kesatuan masyvarakat hukum vang mempunvai batas
wilayah tertentu vang berhak, berwewsnang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganva sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

b. Wilavah administratif vang selanjutnya disebut .
Wilavah adalah lingkungan kerja peranakat
Pemerintah wvana menvelenggarakan pelaksanaan
tugas pemerintabhan umum di Daasrah:

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Paermakilan Rakvat Dasrah vang mempunval wewenang
untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan
sebagal urusan rumah tangganva:

d. Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah adalah Persiapan
Sekretariat Wilayah/Dasrah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Xabupaten Daerah Tingkat
TIT Tanggamus:

i)



g.

Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Persiapan
Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus;

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanan Pedoman
Penghayatan dan  Pengamalan Pancasila (8P-7)
adalah Persiapan Badan Pembinaan Pendidikan
Pelaksanan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila {BP-7) Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus ;

8adan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
Persiapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kantor Bina Sosial Politik adalah Persiapan
Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus; -

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah
Persiapan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Persiapan
Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus;

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah
Persiapan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah
Persiapan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; ‘

Dinas Perkebunan adalah Persiapan Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus ;

Dinas Peternakan adalah Persiapan Dinas
Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus;

Dinas Perikanan adalah Persiapan Dinas Perikanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus:;

Dipas Kesehatan adalah Persiapan Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Persiapan Dinas
Pekerjaan Umum KXabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus ; ‘

Dinas Pertambangan adalah Persiapan Dinas
Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Tanggamus ; )

Dinas Kehutanan adalah Persiapan Dinas Kehutanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Dinas Perindustrian adalah Persiapan Dinas
Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus ;

Dinas Sosial adalah Persiapan Dinas Sosial
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; '
Dinas Tenaga Xerja adalah Persiapan Dinas Tenaga
Karja Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Persiapan
Dinas Pendidikan dap Kebudayaan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus;



a3a.

Dinas Pendapatan Daerah adal@h Paersiapan Dinas
Pendapatan Daerah Xabupaten Daerah Tingkat 1T
Tanggamus ;

Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah
Paersiapan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat IT1 Tanggamus:

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata
Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat IT Tanggamus:
Instansi Vertikal Departemen adalah Persiapan
Kantor Departemen, Badan, dan Lembaga Pemerintah
Non Departmen Xabupaten Daerah Tingkat TI
Tanggamus.

BAB 11

PERSTAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI TANGGAMUS

Bagian Pertama

Parangkat Persiapan Pemerintah Daerah dan Wilavah

Kabupataen Daerah Tingkat TII Tanggamus

Pasal 2

Perangkat Persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tanggamus terdiri dari :

a.
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Sekretariat Wilavah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Wilayah Kabupaten:

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanan Pedoman
Penghavatan dan Pengamalan Pancasila;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Kantor Bina Sosial Politik;

Kantor Pembangunan Masvarakat Desa;
Markas Wilayah Pertahanan Sipil:
Kantor Catatan Sipil XKabupaten;

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
Ninas Perkebunan:

Dinas Peternakan:

Dinas Perikanan;

Dinas Kessehatan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Ninas Pertambangan:

Dinas Kehutanan;

Dinas Perindustrian;:

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Pendidikan dan Kebudavaan;

Dinas Pendapatan Daerah:

Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan:
Dinas Pariwisata;



. Instansi vertikal Departemen/lLembaga Pemerintah
Non Departemen di Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua

ORGANTISAST SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 3

Susunan 0Organisasi

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah
terdiri dari:

a. Asisten :

1. Asisten Tatapraja (Asisten I):
Bagian Tata Pemerintahan:

a).

b).

?. Asisten

1).
2).

2).

4).
5).

Bag
1).

2).
3).

Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;:
Sub Bagian Perangkat Wilavah /
Daerah;

Sub Bagian administrasi
Kependudukan:

Sub Bagian Ketertiban Umum:

Sub Bagian Pemerintahan Desa:

ian Hukum;

Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan; '

Sub Bagian Bantuan Hukum:

Sub Bagian Dokumentasi Hukum:

Aadministrasi Pembangunan (Asisten

Bagian Perekonomian;

Sub Bagian Produksi Daerah Bidang 1:

Sub Bagian Praoduksi Daerah Bidang
IT1;
Sub Bagian Lingkungan Hidup:

Bagian Penvusunan Program;

IT);
a .
1).
2).
3).
b.
1).
2).
3).
.

Sub Bagian Pragram Kerja:
Sub Bagian Pengendalian:
Sub Bagian Pelaporan:

Bagian Sosial.

1).
2).

3).

Sub Bagian Kesejahteraan;

Sub Bagian Agama Psndidikan dan
Kebudavaan;

Sub Bagian Pemuda, 0lahraga dan
Peranan Wanita;



Z. Asisten Administrasi (Asisten TII).

a. Bagian Kepegawaian;
1). Sub Bagian Umum Kepegawaian:
2). Sub Bagian Mutasi Pegawai:
3). Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
4). Sub Bagian Diklat Pegawai;

b. Bagian Keuangan;
1). Sub Bagian Anggaran:
2y, Sub Bagian Pembukuan:
3). Sub Bagian Perbendaharaan:

c. Bagian Organisasi:
1). Sub Bagian Kelembagaan;
2). Sub Bagian Ketatalaksanaan:
%Y. Sub Bagian Perpustakaan:
4). Sub Bagian Penaolahan Data:

d. Bagian Hubungan Masyarakat;
1Y, Sub Bagian Pengumpulan Infarmasi:
2). Sub Bagian Pemberitaan;

e. Bagian Umum. '
1}). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
© Keuangan Setwilda;
2). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah
Y Tangga:; ‘ ‘
2)Y. sSub Bagian Sandi dan Telekomunikasi:
4). Sub Bagian Perjalanan dan Protokol;

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Rapat dan Risalabh;
©. Sub Bagian Xeuangan.
{3} Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilavah

/Daerah . adalah: sabagaimana tercantum dalam
lampiran T Xeputusan ini.

Bagian Xetiga
ORGANTSAST TNSPEKTGRQT KABUPATEN
Pasal 4

Susunan Organisasi

(1) Susunan organisasi Inspektorat Wilavah Kabupaten
terdiri dari :

a. Kepala:
b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan;

?). Urusan Evaluasi dan Pelaporan:
2). Urusan Administrasi.

&



c. Pemeriksa Pemerintahan;
1). Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum;
2). Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah;
2). Pemeriksa Pembantu Pemerintahan
Desa/Kelurahan;

d. Pemeriksa Sosial Politik;
1). Pemeriksa Pembantu Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban:
2). Pemeriksa Pembantu Pembinaan Masyarakat
dan Kesatuan bangsa;

e. Pemeriksa Perekonomian;
1). Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian;
2). Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan
Pertambangan;
3). Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan
Pariwisata;

f. Pemeriksa Kesejahteraan Sosial;
1). Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan,
Kebudayaan dan Agama;
2). Pemeriksa Pembantu Sektor Kesehatan dan
Kependudukan;
3). Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan
Masvarakat:

g. Pemeriksa Aparatur;
1). Pemeriksa Pembantu Pembinaan aparatur;
2). Pemeriksa Pembantu Administrasi
Kepegawaian;

h. Pemeriksa Pendapatan:
1). Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah;
2). Pemeriksa Pembantu Restribusi dan
Pendapatan Lain—-lain Daerah;

i. Pemeriksa Kekayaan.
1). Pemeriksa Pembantu Pengadaan;
2). Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan
Penghapusan;
(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Wilayah

Kabupaten, adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II Keputusan ini.

Bagian Keempat
ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
- Pasal 5

Susunan Organisasi

(1) Susunan Orgnisasi BP-7 Daerah Tingkat 1II,
terdiri dari :



Kepala;

Sekretariat;
1). Urusan Umusm;
2). Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
1). Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi;
2). Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Pendidikan.
1). Seksi Administrasi Pendidikan;
2). Seksi Pendidikan dan Penataran.

(2) Bagian susupan organisasi BP-7 Kabupaten Daerah
Tingkat II adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kelima

ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Susunan 0Organisasi

(1) Susunan 0Organisasi Bapedda Tingkat II terdiri

dari :
a. Ketua;
b. Sekretariat;

1). Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;.
2). Urusan Keuangan;
3). Urusan Umum;

Bidang Pendataan dan Laporan;

1). Seksi Pengumpulan data;

2). Seksi Analisa dan Penilaiang

3). Seksi Pelaporan; :

4). Seksi Statistik dan Dokumentasi.

Bidang Ekonomi;

1). Seksi Pertanian;

2). Seksi Industri Pertambangan dan Energi:
3). Seksi Perdagangan dan XKoperasi;

4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Bidang Sosial Budava;

1). Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan
Pemerintahan;

2). Seksi Kesejahteraan Rakyat;

3). Seksi Penerangan dan Komunikasi;

4). Seksi Kependudukan.



f. Bidang Fisik dan Prasarana.
1). Seksi Pengairan:
2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
3). 8eksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V
Keputusan ini.

Bagian Keenam
ORGANISASI KANTOR SOSIAL POLITIK
Pasal 7
Susunan 0Organisasi

(1) Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik
terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha:
1). Urusan Perencanaan;
2). Urusan Keuangan:
3). Urusan Umum.

c. Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan
Masvarakat:
1). Sub Seksi Pemilihan Umum;
2). Sub Seksi Aparatur Pemerintah dan DPRD;
3). Sub Seksi Organisasi Politik;
4). Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan
Keagamaan.

d. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
1). Sub Seksi Idiologi;
2). Sub Seksi Pembauran;
3). Sub Seksi Kebangsaan.

e. Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman:
1). Sub Seksi Pengamatan Politik;
2). Sub Seksi Pengamatan Ekonomi:
3). Sub Seksi Pengamatan Sosbud dan Orang
Asing;
4). Sub Seksi Ketentraman.

(2) Bagan susunan organisasi kantor Bina Sosial
Politik, adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran vV Keputusan ini.



Bagian Ketujuh

ORGANISASI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Pasal B

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masvarakat
Desa terdiri dari : :

a.

b.

Kepala;

Sub Bagian Tata Usabha;

1). Urusan Perencanaan;

2). Urusan Xepegawaian;

3). Urusan Xeuangan;

4). Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga:;

Seksi Pengembangan Desa;

1). Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba
Desa;

2). Sub Seksi Unit Daerah Xerja Pembangunan;

3). Sub Seksi Tata Desa;

4). Sub Seksi Pengembangan XKawasan Terpadu;

5). Sub Seksi Pendavagunaan Teknologi Tepat
Guna;

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
1). Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa;
2). Sub Seksi Bim Motivasi dan Swadava

Masvarakat;

3). Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan
Masyarakat;

4). Sub Seksi Peningkatan Xesejahteraan
Keluarga.

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

1). Sub Seksi Bantuan Pembangunan;

2). Sub Seksi Perkriditan dan Produksi:

3). Sub Seksi Tenaga Xerja dan Sektor
Informal;

4). Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;

5). Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Dava
Desa dan Lingkungan Desa.

(2) Bagan susunan orgnisasi Kantor Pembangunan
Masvarakat Desa, adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran VI Keputusan ini.
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Bagian Kedelapan

ORGANISASI MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL

(1)

(2)

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan 0Organisasi Markas Wilayah Pertahanan
Sipil terdiri dari :

a. Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Umum;

2). Urusan Keuangan;

3). Urusan Perlengkapan.

Sub Bidang Pembinaan;

1) seksi Perencanaan Kebutuhan;
2) seksi Pengadaan;

3) seksi Kesejahteraan.

Sub Bidang Potensi dan Latihan;
1) seksi Pendataan dan Penvaringan:
2) seksi Pelatihan.

Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian.
1) seksi Pengerahan;
2) seksi Pengendalian.

Bagan susunan organisasi Markas. Wilayah

Pertahanan Sipil, adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran VII Keputusan ini.

Bagian Xesembilan

ORGANISASI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN

Pasal 10

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil

Kabupaten terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

1). Urusan Umum;
2). Urusan Keuangan.

11



(2)

C.

d.

Seksi Pelayanan-

1). Sub Seksi Kelah1ran Kematian, Pengakuan
dan Pengesahan Anak;

2). 5ub Seksi Perkawinan dan Perceraian.

Seksi Data dan Penyuluhan.
1). Sub Seksi Penylmpanan dab Perubahan;
2). Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.

Bagan susunan organisasi Kantor Catatan Sipil,
adalah sebagalmana tercantum dalam lampiran VIII
Keputusan ini.

‘Bagian Kesepuluh

ORGANISASI DINAS TANGSMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 11

~ Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura terdiri dari:

(2)

a.

b.

Kepala Dinas;

Sub Baglan Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan,
2). Urusan Keuangan:
3). UYrusan Umum.

Seksi Produksi:

1). Sub Seksi Teknologi Produksi;

2). Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen;

3). Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber-—
daya.

Seksi Penyuluhan ;
1). Sub Seksi Tata Penyuluhan;
2). Sub Seksi ‘Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Seksi Teknik:

1). Sub Seksi Perlindungan Tanaman;

2). Sub Seéksi Alat dan Mesin Pertanian:

3). Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi
Lahan.

Bagan susunan, ‘organisasi Dinas Tanaman Pangan
dan Hortlkultura ; adalah sebagaimana tercantum
dalam lamp1ran IX Keputusan ini.
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Bagian Kesebelas
ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
Pasal 12
Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan;
2). Urusan Keuangan:
3). Urusan Umum.

c. Seksi Produksi;
1). Sub Seksi Budidaya;
2). Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
3). Sub Seksi Pengembangan.

d. Seksi Penvuluhan:

1). Sub Seksi Tata Penyuluhan;

2). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
e. Seksi Usaha Tani.

1). Sub Seksi Sumberdaya;

2). Sub Seksi Perizinan;

3). Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perkebunan adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan
ini.

Bagian Keduabelas
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
Pasal 13

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri
dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan;

2). Urusan Keuangan:
3). Urusan Umum.

13



(2)

c. Seksi Produksi;
1). Sub Seksi Bibit dan Pakan;
2). Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan
Peternakan;
3). Sub Seksi Teknologi Peternakan.

d. Seksi Bina Usaha;
1). Sub Seksi Pelayanan Usaha;
2). Sub Seksi Tata Penvyuluhan;
3). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

e. Seksi Kesehatan Hewan:
1). Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
2). Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan;
3). Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagan Susunan organisasi Dinas Peternakan adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran XI
Keputusan ini.

Bagian Ketigabelas
ORGANISASI DINAS PERIKANAN
Pasal 14

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan;
2). Urusan Xeuangan;
3). Urusan Umum.

Seksi Produksi;

1). Sub Seksi Penangkapan Ikan:

2). Sub Seksi Budidaya Ikan;

3). Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

d. Seksi Penyuluhan:

1). Sub Seksi Tata Penyuluhan:
2). Sub Seksi Kelmbagaan Tenaga dan Sarana.

Seksi Usaha Tani/Nelayan:

1). Sub Seksi Perizinan dan Pengb Usaha:
2). Sub Seksi Pengolahan dan Pengm Mutu:
3). Sub Seksi Pemasaran:

14



(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perikanan, adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran XII
Keputusan ini.

Bagian Keempatbselas
ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Pasal 15

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Xepegawaian:;
2). Urusan Keuangan;
3). Urusan Umum.

c. Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM;
1). Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
2). Sub Seksi G i z i;

3). Sub Seksi P K M.

d. Seksi Pelayanan Kesehatan;
1). Sub Seksi Puskesmas;
2). Sub Seksi Rumah Sakit;
3). Sub Seksi Kes Khusus dan Farmasi.

e. Seksi Pencegahan, Pembrantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL).
1). Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
2). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
3). Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII
Keputusan ini.

Bagian Kelimabelas
ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 16
Susunan Organisasi
(1) Sususnann organisasi Dinas Pekerjaan Umum ter-
diri dari :

a. Kepala Dinas;
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b.

C.

Sub Bagian Tata Usaha;

1). Urusan Kepegawaian:

2). Urusan Peralatan dan Perbekalan;
3). Urusan Umum.

Seksi Pengairan;

1). Sub Seksi Pembangunan;

2). Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
3). Sub Seksi Bina Manfaat.

Seksi Bina Marga:

1). Sub sSeksi Perencanaan Teknis:

2). Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3). Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Cipta Karva;

1). Sub Seksi Tata Ruang;

2). Sub Seksi Bangunan;

3). Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan
Lingkungan.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaah Umum,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV
Keputusan ini.

Bagian Keenambelas
ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN

Pasal 17

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri

dari

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

1). Urusan Kepegawalan;
2). Urusan Keuangan;
3). Urusan Umum.

c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi;
1). Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
2). Sub Seksi Penyiapan Wilavah;

3). Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi.

d. Seksi Pengusahaan;

1). Sub Seksi Statistik dan Pelaporan;
2). Sub Seksi Penviapan Izin;

3). Sub Seksi Retribusi;

4). Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.

e. Seksi Pengawasan ;

1). Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan;

2). Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan
dan Keselamatan Kerja;

3). Sub Seksi Tata Cra Pertambangan.
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{(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV
Keputusan ini.

Bagian Ketujuhbelas
ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
Pasal 18
Susunan Organisasi
(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Program dan Pelaporan;
2). Urusan Keuangan;
3). Urusan Umum.
c. Seksi Penvuluhan;
1). Sub Seksi Tata dan Methode Penyuluban;
2). Sub Seksi Tenaga dan Sarana;
3). Sub Seksi Penyusunan Program.
d. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
1). Sub Seksi Pengembangan;
2). Sub Seksi Pemsrliharaan;
3). Sub Seksi Pengembangan Usaha.
8. Seksi Konservasi Tanah;
1). Sub Seksi Tehnik Konservasi;
2). Sub Seksi Penanaman;
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI
Keputusan ini.

Bagian Delapanbelas
ODRGANISASTI DINAS PERINDUSTRIAN
Pasal 19

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri
dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Umum;

2). Urusan Xeuangan.

c. Seksi Produksi;
1). Sub Seksi Standard Industri
2). Sub Seksi Pengembangan Desain.

17



(2)

(1)

(2)

d. Seksi Usaha;
1). Sub Seksi Penvyuluhan;
2). Sub Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha;
3). Sub Seksi Perizinan.

e. Seksi Sarana;
1). Sub Seksi Pengendalian Lingkungan;
2). Sub Seksi Promosi.

Bagan Susushan Organisasi Dinas Perindustrian,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII
Keputusan ini.

Bagian Kesembilanbelas
DRGANISASI DINAS SOSIAL
Pasal 20
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. 3ub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Umum;
2). Urusan Kepegawaian;
3). Urusan Keuangan;
3). Urusan Perencanaan.

c. Seksi Bina Sosial;
1). Sub Seksi Penvyuluhan dan Bimbingan
Sosial;
2). Sub Seksi Bina Swadaya;
3). Sub Seksi Bina Panti Lembaga Sosial.

d. Seksi Kesejahteraan dan Bina Sosial;
1). Sub Seksi Kesejahteraan aAnak dan
Keluargé;
2). Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
3). Sub Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika
dan Exs Hukuman;

e. Seksi Penvantunan dan Bantuan Sosial;
1). Sub Seksi Santunan Penderitaan Cacat:
2). Sub Seksi Bantuan Sosial;
3). Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan
Lanjut Usia;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII
Keputusan ini.
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(1)

(2)

Bagian Keduapuluh
ORGANISASI QIQQS TENAGA KERJA

 Pasal 21

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinpas Tenaga Kerja terdiri
dari:

a. KepalégDinéS:

b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Perencanaan dan Pelaporan;
2). Urusan Keuangan;
3). Urusan  Umum.

c. Seksi.Kesejahteraan Pekerja;
1). Sub _Seksi Kesejahteraan Pekerja; = =
2). Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan
Pengusaba;
3). Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan
Pekarja; -

d. Seksi ggsejah;eraan‘Penganggur; -
1). Sub_ Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan
Penganggur;
2). Sub Seksi. Kelsmbagaan Kesejahteraan
Penganggur;
3). Sub-Seksi -Pembinaan Sosial Tenaga Kerja;

e. Seksi Pemberian Kerja kepada Penganggur;
1). Sub Seksi Usaha Pemberian Kerja;
2). Sub.Seksi Kelembagaan Pemberian Kerja;
3). Sub. Seksi.Pemberian Perluasan Kesempatan
Kerja:

Bagan Susunan Onrganisasi Dinas Tenaga Kerja,

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX
Keputusan.ini.
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Bagian Keduapuluhsatu
ORGANISASTI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYQAN
Pasal 22

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
terdiri dari:

a. ¥Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha:
1). Urusan Umum;
2). Urusan Kepegawaian;
2). Urusan Keuangan. .
4). Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.

c. Sek=si Tenaga Pendidikan:

1). Sub Seksi Tenaga Pendidikan Teknis;

2). Sub Seksi Pendidikan Umum;

3). Sub Seksi Tenaga Pendidkan Luar Sekolah;
4). Sub Seksi Pendidkan Masyarakat.

d. Seksi Susbsidi Pengadaan dan Perlengkapan
Sekolah:
1). Sub Seksi Aalat Pelajaran;
2). Sub Seksi Pembukuan;
3). Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan Sekolah;

e. Seksi Kebudayaan:
1). Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian;
2). Sub Seksi Penggalian dan Inventarisasi Benda
Budavya;
3). Sub Seksi Permusiuman.

f. Seksi 0lah Raga dan Generasi Muda :
1). Sub Seksi Dlah Raga dan Generasi Muda;
2). Sub Seksi Olah Raga, Pelajar dan Pemuda:
3). Sub Seksi Bina Sarana 0lah Raga Masyarakat;

4). Sub Seksi Pendidikan Nasional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, adalah sabagaimana tercantum dalam
lampiran XX Keputusan ini.
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Bagian Duapuluhdua

ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 23

Susunan Organisasi

{1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
terdiri dari:

(2)

a.

b.

f.

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

1). Urusan Umum;

2). Urusan Kepaegawaian;

3). Urusan Peratan dan Perlengkapan.
4). Urusan Keuangan.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

1). Sub Seksi Pendaftaran:

2). Sub Seksi Pendataan;

3). Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan
Data.

Seksi Penetapan:

1). Sub Seksi Perhitungan:

2). Sub Seksi Angsuran:

3). Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

1). Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
2). Sub Seksi Pembukuan Persedian;
3). Sub Seksi Pelaporan.

Seksi Penagihan.

1). Sub Seksi Penagihan:

2). Sub Seksi Keberatan:

3). Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber
Lain-lain.

Bagan Susunan O0Organisasi Dinas Pendapatan
Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran XXI Keputusan ini.
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Bagian Duapuluhtiga
ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usabha;
1). Urusan program;
2). Urusan Keuangan:
3). Urusan kepegawaian dan Umum;

c. Seksi Lalu Lintas;
1). Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2). Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

dan

3). Sub Seksi Bim Keselamatan &

Ketertiban:

d. Seksi Angkutan;
- 1). Sub Seksi angkutan Orang;
2). Sub Seksi Angkutan Barang;
3). Sub Seksi aAngkutan Khusus;

e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;

1). Sub Seksi Kendaraan dan Perbekalan;

2). Sub Seksi Terminal;
3). Sub Seksi Perpakiran;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran XXII Keputusan ini.

Bagian Duapuluhempat
DINAS PARIWISATA

Pasal 25

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri

dari:
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(2)

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
1). Urusan Umum;
2). Urusan Perencanaan;
3). Urusan Keuangan.

c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
1). Sub Seksi Obyek Wisata;
2). Sub Seksi Atraksi Wisata;
3). Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;

d. Seksi Sarana Pariwisata:
1). Sub Seksi aAkomodasi;
2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
3). Sub Seksi Ketenagakerjaan:

e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata:
1). Sub Seksi Promosi; A
2). Sub Seksi Pelayanan Informasi:
3). Sub Seksi Bimbingan Wisast.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata,

adalah saebagaimana tercantum dalam lampiran
XXIII Keputusan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

(1)

(2)

Pasal 26

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan O0Organisasi

Dinas Daerah adalah diatur dalam Pasal 10, 11,
12, 18, 19, 20 dan 21 Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah.

Tugas, Fungsi dan Susupan Organisasi masing-
masing Dinas Daerah diatur dengan. Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN

PERSIAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENGGAMUS

(1)

Pasal 27

Instansi vertikal terdiri dari :

a. Badan Pertanahan Nasional;
b. Kandep Tranmigrasi dan Perambah Hutan;

23



c. Kandep Penerangan:;

d. Kandep Agama;

e. Kandep Perdagangan;

¥. BKXBN;

g. Kandep Dikbud;

h. Kandep Koperasi dan PPK;

i. Statistik.

(2) Susunan Organisasi dan tatakerja Instansi
Vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen di Wilayah Persiapan Kabupaten Daerah
Tingkat II, ditetapkan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. -

BAB V
KEPEGAWATIAN
Pasal 28

Pengangkatan, pemindabhan dan pemberhentian
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala
Bidang, ¥Xepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilakukan
0leh Gubsrnur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan
Struktural diberikan tunjangan setarap dengan
tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk
jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD
Tingkat I Lampung.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
didalam 1lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi sesual dengan tugas masing-
masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan

Dinas/Instansi/Badan wajib melaksanakan
pengawasan melekat (WASKAT).
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BAB VII
KETENTUAN LAIN~LAIN DAN PENUTUPR

Pasal 31

(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan
pengendalian tugas-tugas perangkat persiapan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung membentuk Tim
Teknis Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Selatan memebentuk Tim
Teknis Tingkat II. Tim Teknis Tingkat I
melaksanakan tugas pembinaan operasional dan
pengawasan vang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung Jjawab kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.

(2) Tim Teknis Tingkat II melaksanakan tugas
pembinaan Teknis, pengendalian dan pengawasan
vang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bupatli Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan.

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keptusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor
32 Tahun 1996 tentang 0Organisasi Persilapan
Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Dasrah
Tingkat II Tanggamus dan ketentuan—-ketentuan
lain vang bertentangan dengan Keputusan ini
dinvatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal~hal yang belum diatur dalam, Keputusan ini
akan diatur kemudian sepanjang mengenal
pelaksanaannva.

Pasal 33

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

tukbetung
-1-97

Ditetapkan di
Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA Da A TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONQ P&f

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.

2. Ketua  DPRD Propinsi Tingkat I Lampung Di Telukbetung.
IZ. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung Di Telukbestung.
4. Himpunan Keputusan,
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BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI - INSPEKTORAT DAERAH TK. I LAMPUNG.
WILAYAH KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL
KEPALA
SUB. BAGTAN
TATA USAHA
| I
URUSAN URISAN URUSAN
PERENCAMAAN EVALUAST | | ADNINISTRASE
D4 PELAPORAN
l | | | i i |
PENERTKSH PENERTKSA PENERINSA | | PEAERTKSA PERERTESA PEMERIKSA PERERTASA
PENERTNTANAN | | SOSIAL POLITIK | | PEREXONONIAW | |KESEIARTERAAN APARATUR | | PENDAPATAN KEKAYAAN
SOSTAL
| J | | | | |
RIKBAN RIKBAN RIKBAN RIKBAN RIKBAN RIKBAN RIKBA
- PENERINTAMAN | {PEMBINAAN XE-| [  SEKTOR |\ SEKToR 01UD | | PEWBIMAAM | | PAIAK | I PENGADAAN
KU TENTRNAR OMN| | | PEREXONONIAN O APARATUR DAERAH
KETERTIBAN AGAKA
RIKBAN RIKBAN RIKBAN RIKBAK RIKBAN RIKBAN RIKBAN
| PENERINTAMAN| LpEMBINAAN MA-| [  SEKTOR |I-SEXTOR KESEMAT| L AONINISTRASI | - RESTRIBUSI | L{PEHELIHARAM
DAERAH | [StaRaraT oM INOUSTRI DAN || AW DAN KEPEWOU| | KEPEGAWAIAN |  |oAN PENDAPATAN oa
KES  BANGSH PERTANBANGA || [ouKe JLAIR? OuERaN | |PENGHAPUSAH
RIKBAN RIKBAK RIKBAN
L{ PEAERTNTANAN L SETR | L{SEKTOR KESETAH
DESH/KELURANAN PERHUBUNAN §| [TERAAN HASYARA
PARIVISATA | kAT
GUBERNUR KEPALA Jaj LINGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI BP-7 KABUPATEN DAERAH TK. I LAMPUNG.
DAERAH TK.II TANGGAMUS NOMOR
TANGGAL
XEPALA
SEKRETARIAT
URUSAN YRUSAH
A RR DOXUNENTAST
2 PERPUSTAKAN

BIOANG BI0AKE
PENGKAJIAN DA PENDIDISAN
PENSENBANGAN
1 1
SEKSI SEKS]
| IPENGOLANAN 0AT | AONINISTRASI
DAR EYALUASI PENDIDIKAN

SEXsI

PERDIOKAN DA
PENATARAN

KES  BANGSA




BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

BAPPEDA KABUPATEN DAERAH DAERAH TK. I LAMPUNG.
TINGKAT I1 TANGGAMUS. NOMOR
TANGGAL
KETUA
SEXRETARIAT
] l
URUSAN BRUSAN URUSAN
PENYUSUMAR REN KEURNGAN VHUH
CANA KEGIATAN

BIDANG PEHDATAM BIDAKE BIDAHG BIDANG
AN PELAPORAK EXORONI SOSIAL BubAYa FISIK AN PRASARANA
v 1 ___1
l SEKSI SEKS] SEKST PENDIDINAN|. SEXS]
PENGUSPULAN DATA H PERTANIAN FNERTAL SPIRTTUAL H PENGATRAN
& PENERIHTARAN
SEXSI SEXSI INDUSTRI SERSI SEXSI
H ANALISA DAN F{PERTANBAKGAN OAN H KESEJAHTERAAN PERHUBUNGAK DAN
PENILAIAN ENERG] RAKYAT PARTHISATA
SEXSI SEXSI SEXSI SEXSI
4 PELAPORAN FPERDAGANGAR DAN - PENERAHGAN 0K H TATA RUANG DAN
KOPERAST KONUNIRASI TATA GUNA TANAK
SEXSI SEXSI SEXS1 SEXSI
H STATISTIK DAN - PENGENBANGAN 4 KEPEHOUDGXAN " SUNBER aLAN DAN
DOKUNERTAST DUNIA USAHA lllﬁﬁxﬂﬂﬁhﬂ HIoup

GUBERNUR REPQLA DAER NGAAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN V @ KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI KANTOR SOSIAL DAERAH TK. I LAMPUNG.
POLITIK KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL
KEPALA
68 BAGIAN
TATA USA#A
| !
URUSAN URUSAN Unusan
PERENCANARN REGANGAN Uhun
| |
SEXST PENBINAAN UNUM SEKST PENBINAAR SEXST PENBINARK POLI
PENBIHAAR MASYARAKAT KESATUAN BANGSA TIX AR RETENTRAHAN
| 1 1
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEXSI
H pEMILIHAN UHUK H 10101061 H  PEHGARANAN
POLITIX
SUB SEKST SUB SEKSI $UB SEKSI
H APARATUR PENERIN H  PENBAURAN H PENGABANAN
TANAN & OPRO EXONORI
$UB SEXSI U8 SEXSI SUB SEXSI
- ORGANISASI H  KEBANGSAM PENGARANAY S0SBUD
POLITIX 109& ORANG ASING
l $UB SEXSI SUB SEKSI
LENBAGA RKENASYARA 4 KETENTRANAN
KATAN & KEANANAN

GUBERNUR KEPALA DAESA GKAT I LAMPUNG,



.BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISAST PEMBANGUNAN DAERAH TK. I LAMPUNG.
MASYARAKAT DESA KABUPATEN NOMOR
DAERAH TK.II TANGGAMUS. TANGGAL
KEPALA
U8 BAGTAN
TRTA USAHA
I
| | | I
URUSAN URUSAM URUSAN URUSAN
PERENCARAAY KEPEGANALAN KEUANGAN TATA USANA DAN
RUNAH TAMGSA
| |
SEXST SERSI KETAHANAR SEKSI USAHA EXONOMI
PENGENBANGAN DESA HASYARAKAT DESA AN PENUKIHAN DESA
| 1 1
3B SEXSI U8 SEKSI 3UB SEKSI
| PERDATAAN,EVALUA - BINBINGAN LEWBA H USAHA EXOHONI &
S1 DAW LONBA DESA BAGA DESA PEHURINAN DESA
SUB SEXSI SUB SEKSI SUB SERSI
H UNIT DAERRN XER- - BINBINGAN HOTIVA | PERKRIDITAR DAN
Ji PENBARGUNAN S1 SHADAYA HASTA PRODURS]
0B SEKSI SUB SEKSI SHBVSEKSI
4 TATA DESA PENINGK. KETRANPI HIEHAGR KERIA DAM
LAR MASYARAKAT SEKTOR IXFORNAL
suB SEKSI SUB SEKSI SUB SEXSI
HPENGEHBANGAN KAWA PENINGRATAN KESE- 1T PENUKINAN, SUN-
SaH TERPADU JAHTERAAN KELUARG DY DES & LING DES

0B SEKSI
LIPENDAYAGUNARN TEK
LOGI TEPAT GUNA




BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI MARKAS WILAYAH DAERAH TK. I LAMPUNG.
PERTAHANAN SIPIL KABUPATEN NOMOR
DAERAH TK.II TANGGAMUS. TANGGAL.
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USABA
l I
URUSAN URuSAN URUSAN
UuK KEUANGAY PERLENGXAPAN
| |
SUB BIDANG 3UB BI0ANG SUB BIDANG PENGERAHAN
PEHBINAAN IPOIEHSI DAN LATTHAR PENGENDAL IAN
1 I 1
SEKST SERSI SExs1
- PERENCANAAN H PENDATAAN DAM H  PENGERAHAN
KEBUTUHAN PENYARINGAN
SEXS] SEXSI SEXST
H  PERGADARN 4 PELATIHAN 4 PENGENDALIAN
SEXS]
 KESEJARTRAAN

GUBERNUR KEPALA DAE AT I LAMPUNG,

(W

A



BAGAN SUSUNAN

PERSIAPAN

ORGANISASI CATATAN SIPIL

KABUPATEN DAERAH TINGKAT -~

TANGGAMUS .

KEPALA

LAMPIRAN VIII:

3UB BAGIAN
TATA USAtA

1

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAM TK.

NOMOR
TANGGAL.

I LAMPUNG.

URUSAN
UHUK

URUSAN
KEUANGAR

U8 SEXSI
PERRARINAN DAM
PERCERAIAR

SEXS]
DATR DA PENYULUNAR

1

SUB SEXST
PENYINPARAN &
PERUBAHAN

I

SUB SEXSI
PENYULUHAM DAN

EYALUAS]




BAGAN BUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN IX : KERPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI DINAS TANAMAN DAERAH TK. I LAMPUNG.
PANGAN DAN HULTIKULTURAH NOMOR
KABURPATEN DAERAM TINGKAT TANGGAL

II TANGGAMUS.

KEPALA DINAS

U8 BaGIaM
TATA USAKA
[ 1
URUSAN URUSAN URUSAN
PERENCARANN SEVANGAR UNUM

SEKSI SERST SEXSI
PRODUKSI PENYULUHAN TEXNEKX
4 1T 1
$UB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKSI
—  TEKNOLOGI —T1. PENYOLUHAR — PERLINDUNGAN
PRODUKSI THMANAN
SUB SEKSI SUB SEKSI 308 SEXSI
—US. TARIL DaN ALAT & HESIN
PASCA PAREN PERTANIAN
SUB SEXSI $UB SEXSI
— PENDA LANAN & TT.GUH AIR & o
SUKBER 0AfA REHAB LANAN

GUBERNUR KEPALA A/ TINGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN X : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
ORGANISASI  DINAS PER- DAERAH TK. I LAMPUNG.
KEBUNAN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS, TANGGAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
TATA USAHA
[ l
YRUSAN URUSAN URUSAN
PERENCANANK KEUAHGAN U
[ I
SEKSI SEKSI SEKSI
PRODUKS PERYULUAN USARA  TANI
1 1 1
SUB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKSI
- BUDI DAYR H T | SUNBER DAYA
PERYULURAN
SUB SEXS] SUB SEKSI SUB SEXSI
| PERLINGUNGAN L1 KELEM, TENAGA - PERIZINAN
TRANAN DAN SARANA
SUB SEKST - SUB SEKSI
L) PENRENBANGAN L{PENGOLANAN DAN
PENASARAN

GUBERNUR

TINGKAT 1 LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN  XI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
ORGANISAST DINAS PETER- DAERAM TK. T LAMPUNG.
NAKAN  KABURPATEN DAERAH NOMOR

TINGKAT 11 TANGGAMUS. TANGGAL

KEPALA DINAS

SUB BAGIAK
TATA USANA
i l
URUSAN URUSAN URUSAN
PEREKCARRAN KEUANEAH UM
| |
SEXKSI SEXST SEXKSI
PRODUKSI BINA UShHA KESEHATAN HEWAN
i | |
8UB SEXSI SUB SEXSI | S8 SEXSI
—  BIBIT 0N —  PELAYANAN —{PENGARATAN DAN
PAKAN UsaHA PERYIOIXAN
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
— PENYERPENGENG - TATA — PENCE, PEHBER
PAKAN PENYULUHAN XIT HEWAN
SUB SEXSI U8 SEKSI
— TEKNOLOGI
PETERRAKAN

KAT T LAMPUNG,



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

GUBERNUR KEPALA DAERAH

BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN XII :
ORGANISASI DINAS PER - DAERAH TK. I LAMPUNG.
IKANAN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT IT TANGGAMUS . TANGGAL
KEPALA DINAS
U8 BacTaN
TATA UShtt
| |
URBSAN URUSAN URUSAN
PERENCAIAMN KEUANGAR UUK
l |
SERST SEXSI SEXSI
PRGDUKSI PEXYULUHAR USAHA TART / NELAVAN
1 1 I
SUB SEKSI SUB SEXSI U8 SEXSI
—1  PERANGKAPAR B TATA —{PERTZINAN  DAN
JLE PENYULUBAN PEKEB USARA
SUB SEXSI $UB SEXSI SUB SEXSI
— BUDIDAYA TKAN | KELNB TENAGA 1 PENGOL & PEHB
DAN SARAMNA Kot
U8 SEXsI §UB SEXSI
—{SUHBER DAYA 1 —~1  PENASARAN
kAN § LINGK

INGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN XIII: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI DINAS KE = DAERAH TK. I LAMPUNG.
SEHATAN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL

KEPALA DINAS

SUB BAGIAM
TATA USAHA
{ |
URUSAN URUSAN URUSAN
KEPEGA¥ATAN KEUARGAR UKUM
I |
SEKSI KESEHATAN SEXSI SEXSI
KELUARGA DAN PKH PELAYANAN KESEWATAN P2P DAN PL
1 1 1
SUB SEXSI SUB SEKSI SUB SEXSI
—  KESEHATAN —  PUSKESHAS | PENCEGARAN
KELUARGA PENTAKTT
3UB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKSI
— 6111 — RUNAH | PENBERANTASAR
SALKIT PENYAKIT
SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEXSI
— PEN —{KES. KHUSUS & ~  PERYEHATAN
FARBASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERABAINGKAT I LAMPUNG,

POEDJOND PRANYO




BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI DINAS PEKERJA DAERAH TK. I LAMPUNG.
AN UMUM KABUPATEN DAERAM NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL.

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN
TATA USAHA
! |
URUSAN URUSAN URUSAN
KEPEGAIAIAN PERALATAN & UNON
PERBEXALAN
| I
SEXS] SEKSI SEXSI
PENGAIRAN BINA NARGA CIPIA  KARYA
i 1 1
SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEXSI
—|  PENBANGUNAN 1 PERENCARAAN - TATA RUANE
TEKHIS
3UB SEXSI 848 SEXSI SUB SEXSI
1 OPERASI DA | PENBANGUNAN —  BANGUNAN
PEHEL IHARAAN JALAR DAR JENB
SUB SEXs] SUB SEXST 3UB SEXSI
1 BIMA | PENELIMARAAN ERUBANAN BN
NARFAAT JALAN DAN JENB PENYE LINeX.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/ TINGKAT I LAMPUNG,

PRAANYOT



BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN XV @ KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI DINAS PERTAM- DAERAH TK. I LAMPUNG.
BANGAN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL

KEPALA  BINAS

SUB BAGIAN
TATA USAHA
‘] |
URUSAN URUSAR URUSAR
KEPEGRUAIAN KEUANGAN UHUK
| |
SEXSI PEHATAAN WIL. SEXSI SEKSI
DAN XONSERVASI PENGUSARARK PERGA¥ASAN
1 1 1
SUB SEXSI $UB SEXSI SUB SEXSI
— INVENTARTSASI 1 STATISTIX | PEHGAWASAN
DAN PEXETAMM DAN PELAPORAK PENGUSAHAMR
0B SEKSI SUB SEXST SUB SEXSI PENG
—  PERYIAPAN —  PENYIAPAN DANPAK LINGK.
WILAYAR HIN AN KESE.KERJA
SUB $EXSI SUB SEXSI 3UB SESI
“TATA LINGKUNGH — RESTRIBUSI —  TATA CARA
& REKLANAST PERTAHBANGAN
SUB SEXsI
— BINBIHGAN
PENGUSARAAR

GUBERNUR KEPALA DAERSG IMGKAT T LAMPUNG,



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN XVI
DAERAH TK. I LAMPUNG.

ORGANISAST DINAS KEHUTAN

AN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS, TANGGAL.
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
TATA USAHA
{ 1
URUSAN . URUSAN URUSAN
PROGRAN KEUARGAN [T
% PELAPGRAN
L ‘ 1
SEXSI SEKSI PENGENBANGAR SERSI
PENYULUHAN HUTAN RAKYAT KONSERVASI TaRaH
SUB SEXSI SUB SEXST SUB SEKST TEXNIX

L TATA DAN HETHO H  PENSENBANGAN L KONSERYASI

OF PENYULURAN . TANAN

SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEXSI

o TENAGR L PENEL TRARAAN L PENANAN

DAN SARANA

SUB SEKST PENYY 3UB SEKSI
LISUKAN  PROGRAH L PENGENBANGAN

USARA

GUBERNUR KEPALA DAER TINGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN PERSTIAPAN LAMPIRAN XVII: KERUTUSAN GUBERNUR KEPALA
ORGANISAST DINAS PERIN - DAERAM TK. T LAMPUNG.
DUSTRIAN KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT 11 TANGGAMUS. TANGGAL.
KEPALA  DINAS
SUB BAGIAN
TATA USRHA
URUSAN URUSEN
UHUH KEUARGAN
[ |
SEXSI SEXS] SEXSI
PRODUKST Usala SARANA
| 1 1
3UB SEXSI $UB SEKSI 3UB SEKSI
H STANDARD H  PENYULUHAN H  PENGENDALIMN
INBUSTRI LINGKUNGAN
SUB SEXSI SUB SEXSI $UB SEXSI
4 PENGEHBANGAN H KERJASAMA . PRONOSI
DESAIN DAN IXLIN USAHA
SUB SEXSI
4 PERIZENAM

GUBERNUR KEPALA DAER

GAAT 1T LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN XVIII: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISAST DINAS SOSIAL DAERAH TK. T LAMPUNG.
KABURATEN DAERAH TINGKAT NOMOR
IT TANGGAMUS. TANGGAL

KEPALA  OINAS

S4B BAGIAN
TATA USAHA
I
I l | 1
URUSAN URUSAH URUSAN URUSAN
UNUM KEPEGANAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
I l
SERSI SEKSI KESEJAHTERAMN SEXST PENYANTURAM
BINA S08IaL DAN BINA SOSIAL DAN BANTUAR  SOSIAL
1 1 1
SUB SEXSI U8 SERSI SUB SEKSI
H  PENYULUNAN H KESEJAHTERAAN - SANTURAN PENOE-
BINB SOSIAL ANAK DAN XELUARGA RITAAN CACAD
$UB SEXSI BINA SUB SEKSI SUB SEXSI
i SHADAYR H REHABILITAS TURA H BaNTUAN
S031AL $081aL
U8 SEXSI SUB SEKSI $UB SEX3I
“t BINA PANTI LEHB. HREHABL KORBAN NAR | BANTUAN KORBAN
S081AL KOTIK & EX HK-AN BENC. ALNELANSIA
GUBERNUR KEPALA DAEF TINGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS

KERJA KABURPATEN DAERAH

TINGKAT II TANGGAMUS.

EPALA  DINAS

PERSIAPAN LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
TENAGA DAERAH TK. I LAMPUNG.
NOMOR
TANGGAL.
5UB BAGIAN
TATR USAHA
l |
URUSAN PERC URuSAN URUSAN
& LAPORAN KEURNGAN vHuA

SEXS1
KESEIAHT. PEKERIA

SEKSI
KESEJAHT . PENGANGGUR

SEKST PENBERIAN
KERJA KPD PENGANGGUR

5UB SEXSI
KESEJANT. PEKERIA

SUB SEXST USAWA PE-
lﬁlkﬁiﬁlﬁﬂ KESEJ PeR

i

SUB SEKSI USAHA
PEMBERTAN KERIA

1

I

0B SEXSI
KLB.PEK. & PENGUSAHA

5UB SEXSI KLB
KESEJAHT . PENGANGEUR

]

8UB SEXSI KLB
PENBERIAR KERJA

L

$UB SEKSI
PENB.KESJH. PEKERJA

[

SUB SEXSI PEHB $05
TENAGA KERJA

SUB SEKSI PENB
PERL KESEN KERJA

4

GUBERNUR KEPALA DAEZR TYNGKAT I LAMPUNG,



BAGAN SUSUNAN  PERSIAPAN LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISAST DINAS PENDIDIK DAERAH TK. I LAMPUNG.
AN & KEBUDAYAAN KABUPATEN NOMOR
DATI. IT TANGGAMUS. TANGGAL.

KEPALA  DINAS

SUB BAGIAK
TATA USARA
|
I | 1 |
URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN
URUN PERLENGKAPAN KEPEGANALAN KEUARGAN
KERUNAHTANGEAR
| | |
SEXSI SEKST SUBSIDI PEAND SEKSI SEXSI OLAH RAGA
TENAGA PENOIOIXAN & PERLNGKAP. SEKGLAH KEBUDAYARN OAN  GEMERASI NUDA
I 1 I
SUB SEKSI TENAGA SUB SEKSI $UB SERSI SUB SEXSI
H  PENDIOIKAN - ALAT PELAJARAR H ADAT DAN PENYEL H 0.R,PELAJAR DAN
TEKNIS KESENIAR PENUDA
8UB SERSI TENagA ‘ SUB SEKSI U SEXSI 8B SEXSI
- KEPENDIDIKAN H  PEHBUKUAN H PENGGALIAK DAN H BINA SARANA OR.
UNUM INVEN.BENDA BUDA. HASYARAKAT
SUB SEXSI | SUB SEXSI $UB SEKSI 8uB SEXSI BINA
- THG PENDDK LUAR -{PENGENDALIAN PER- H  PERKUSIUHAN HPRESTAST DAN ORGA
sExoLaN PUSTAKAAN SEKOLAR HIsAsI
3UB SEXSI : U8 SEKSI
- PENDIDIKAR HASYA H PENDIDIKAR MASI-
OnAL ,///

GUBERNUR KEPALA DAER SKAT I LAMPUNG,

'DOEDJIONE PRANYOTO




BAGAN  SUSUNAN PERSIAPAN LAMPIRAN XXI: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
ORGANISASI DINAS PENDAPAT- DAERAH TK. I LAMPUNG.
AN DAERAH KABUPATEN DAERAH NOMOR
TINGKAT II TANGGAMUS. TANGGAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
TATA USAN
I
| | l
URUSAN URYSAN URUSAH PERNT| | uRUSHN
) KEPEGAWAIAM|  [PERLEAGIAPAN| | KEUMNGAN
I 1 I I
SEKST PENDAF TARAH SEAS] SEXSI PENBURUAN SERSI
DAN PENDATARN PENETAPAN Ok PELAPORR PEMAG AN
1 ! 1 1
SUB SEKSI SUB SEXSI U8 SEKSI 0B SERSI
H  PENDAFTARAN H  PERHITUNGAN H PERBUKUAN PENERT| 1 PENAGIHAN
A
SUB SENSI SUB SEKSI SUB SERSI SUB.SEKSI
H pENDATAMN H ANGSURAN H PENBUKAN PER - | H  KEBERATAN
SEDIAN
SUB_ SEKSI SUB SEXSI 0B SERST SUB SEKSI PENGELO
Coocusentast oa - L peaeesion sumT| U peLapoReN AN PENERINAMN
PENGOLAWAN DATA RETETAPAN SUNBER LATN-LAIN

GUBERNUR KEPALA DAER ,

NGKAT T LAMPUNG,

s )3



BAGAN SUSUNAN PERSTIAPAN LAMPIRAN XXII: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISASI DINAS LLAJ -~

DAERAH TK. T LAMPUNG.

KABUPATEN DAERAH TK. II NOMOR
TANGGAMUS . TANGGAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAR
TATA USAHA
i |
URUSAN URBSAN URUSAN
PROGRAN KEUANGAR KEPEGAWAIAN
DAN UNUN
i | i i
' SEXSI
SEXSI SEKSI SEKSI TEXNIK SEXSI
LALU LINTAS ANGKUTAN SARANA & PRASARANA PENAGTHAN
I D e
SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEXSI KENDA- SEXSI
H HANAJENEN LALU H ANGKUTAN RAAN DAN PERBENG H  PENGAIRAN
LINTAS ORANG KELAN
SUB SEXSI 508 SEXSI 3UB SEKSI SEXSI
L REXAYASA H ANGKUTAN H TERHINAL LIDERHUBUNGAN DAN
LaLY LINTAS BARANG PARINISATA
SUB SEXSI BIH SUB SEXSI $UB SEKSI SEXSI
LIKESELANATAN  OAN L ANGKUTAN L PERPAKIRAN Ll SUMBER ALAN DAN
KETERTIBAN KHUSUS [Llusxuxsnu HIDUP




BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN LAMBIRAN XXIII: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

ORGANISAST DINAS PARIWI DAERAH TK. I LAMPUNG.
SATA KABUPATEN DAERAH NOMOR
TK. IT TANGGAMUS. TANGGAL

KEPALA DINRS

SUB BAGTAN
TATA USANA
i |
URUSAN URUSAN YRUSAH
UNU PERENCANARY KEUARGAN
OAN ONUN
l 1
SEKST OBYEK DA SERSI SEKST PENASARAN
DAYA TARIK WISATA SARANA PARINISATA | [0AN PENYUNAN WISATA
1 1 1
$UB SEXSI SUB SEKSI $UB SEKSI
H  0BYEK WISATA  AxoNoDASI L PRonosI
$UB SEXS] SUB SEXSI $UB SEXSI
H o ATRKSI L RUNAK HaKAH L PELAYANAN
HISATA 0AN BAR THFORNAST
SUB SEKSI REKRE SUB SEXSI SUB SEKSI
) AST DAN HIBURAN | KETENAGAKERIANN U BINBINGAN
NG ¥ISATA
GUBERNUR KEPALA Def TANGKAT I LAMPUNG,





